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MENTERI NDIGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPAIA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 011 /M.PPN/10/20O1,

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK

PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa pembangunan hukum merupakan salah satt bidang yang

mendapal prhat'ran u:tzma dalam mewujudkan pembahantan di

segala bidarig pembangtnan nasionall

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangrtnan

hukum sebagimana dimaksud dalam h:aruf a di atas perlu

didukung oleh pembiaya an yang memadai melalui berbagai

kegialan/proyek di bidang hukum, diantaranya adalah melalui

Pnoyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;

c. bahwa untuk lebih menertibkan pelaksanaan Proyek

Pengembangan Sistem Hukum Nasional sebagaimana dimaksud

pada huruf b di atas perlu diangkat seoranS Pemimpin Proyek

dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Sistem Hukum

Nasional;

d. bahwa Sdr. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Golongan Ruang IIIlc,

NIP. 370000748 dan Sdr. Retno Ambarwati , Golongan Ruang

IIld, MP. 35OOOO459 dipandang mampu dan memenuhi syarat

untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan

Bendaharawan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;

Men8ingat:...
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Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

1 . Undang-undang Perbendaharaan Indonesia 0CW. Stbl. 1 92 5

No. 448) sebagaimana telah dtubah dan ditambah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (I.embaran Negara

Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2O0O tentang An1garan

Pendapatzn dan Belanja Negara Tahan Anggaran 2OOO;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahtn 2OOO

tentanS Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaral

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahw 2OOO

tenrang Pedoman P engadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahtn 2OO7

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Keqa l*mbaga Pemerintah Non Departemen;

MEMIITI]SKAN:

KEPUTUSAN MXNTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN

BENDAHARAWAN PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM

NASIONAL.

Menunjuk Sdr. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Golongan Ruang IIIlc,
NIP. 370000748 dan Sdr. Retno Ambarwati, Golongan Ruang ll/d,
NIP. 350OOO459 untuk drangkat masing-masing sebagai Pemimpin

dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;

Pemimpin Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA

bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas

plaksanaan proyek dan mengadakan penllaian dan penelittan atas

prkembangan pelaksanaan proyek dan mengadakan pengawasan

terhadap pengelolaan uang negara yang diterima sertaberta:nggluLng

jawab baik dari segi ketangan maupurn dari segi fisik untuk proyek

yang dipimpinnya;

PERTAMA...
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KETIGA

KXEMPAT

KELIMA

KXENAM

Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada Dikhtm PERTAMA

dlbei weruenans unfuk meneima, menyimpan,

mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga

lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Pengembangan Sistem

Hukum Nasionall

P ertanggungawaban Bendaharaw an Proyek dilakukan berdasarkan

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia 0Cw. stbl. 1925 No.

448) sebagaimana telah drubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (k.mbarun Negara Tahun

1968 Nomor 53);

Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebtt pada diktum PERTAMA

bertanggtngawab atas Wnggvnaar. uang yang diserahkan

kepadanya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Undang-tndang

Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;

Sebagai tanda pngesahan dibawah ini dicantumkan tanda tangar.

serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa

tanda tangan serta paruf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang

tercantam dibawah ini:

Nama Tandatancan Paraf

Daryll Ichwan Akmal, SE, MA

Retno Ambarwati
ft

KETr{r_rH
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KETUJUH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangwanl

2. Direktw Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Perbendaharaan Can Kas Negara Jakarta I;

4. Inspektur Utama BappP'nas;

5. Yang bersangkutan untuk digwakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru an dalam keputusan ini.

Ditetapkat di.'. I akarta
Pada tanggal '. 25 Oktober 2OO7

MENTERI NEGARA PERENCANANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

GIE


